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Dinas Kesehatan Tahun 2020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2020 disusun melalui
pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2020 yang melibatkan
seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kota Depok. Capaian kinerja diukur dengan
membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian
Kinerja tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dengan
hasil pengukuran kinerja. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada
publik dan pemberi mandat, laporan kinerja ini juga merupakan instrumen untuk
mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok yang dapat dijadikan

umpan balik bagi perbaikan kinerja ditahun-tahun yang akan datang.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun
2020 telah ditetapkan 3 sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan
Kota Depok. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan

menunjukkan persentase capaian kinerja seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020

N SASARAN INDIKATOR REALI o INTER-
(o) STRATEGIS KINERJA SATUAN | TARGET SASI o PRETASI
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
1 | Meningkatnya Predikat Huruf BB BB 100 Sangat
kualitas pelayanan SAKIP Dinas Baik
publik yang Kesehatan
professional dan tata
kelola Dinas
Kesehatan yang
akuntabel
Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing
2 | Meningkatnya Persentase Persen 100 0 0 Sangat
pemerataan dan Unit Layanan Kurang
mutu layanan Terakreditasi
kesehatan IKM Angka 80,5 81,46 | 101, | Sangat
19 Baik
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N SASARAN INDIKATOR REALI o INTER-
O| STRATEGIS KINERJA | SATUAN | TARGET | ‘gaqi | % | pRETASI
3 | Meningkatnya Rasio Angka Rasio 38,50/ 58,45/ 48 Sangat
kualitas kesehatan Kematian Ibu 100.000 100.000 Kurang
masyarakat KH KH
Rasio Angka Rasio 2,16/ 1,19/ 145 Sangat
Kematian Bayi 1000 KH 1000 Baik
KH
Prevalensi TB Rasio 117/ 133/ 113, Sangat
100.000 | 100.000 | 67 Baik
pddk pddk

Sumber : Profil Kesehatan Kota Depok tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan
dengan 6 indikator kinerja sasaran strategis. Dari 6 indikator, 4 indikator (66,6%) telah
mencapai target, dan 2 indikator (33,3%) belum mencapai target. Adapun indikator
Indikator Predikat SAKIP, Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM), Rasio Angka Kematian Bayi dan Prevalensi TB. Indikator

sasaran strategis yang telah tercapai adalah

sasaran strategis yang belum mencapai target adalah Persentase Unit Layanan

Terakreditasi dan Rasio Angka Kematian lbu.

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2020, diketahui
bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Depok adalah sebesar Rp.
342,088,321,111,- yang Belanja Tidak Rp.
85,380,746,123,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 256,707,574,988,- sedangkan
untuk realisasi belanja sebesar Rp. 305,946,165,831,- (89,43%) yang terdiri dari
Langsung sebesar Rp. 84,606,660,736,- (99,09%) dan
Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 221,339,505,095,- (86,22 %).

terdiri  dari Langsung sebesar

realisasi Belanja Tidak

DINAS ,
KES!HA‘I‘AN

NIP. 19621119 198902 2 002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi
pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan, hal ini merupakan amanat dari Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan
regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pencapaian tersebut disajikan berupa
informasi mengenai sasaran pada Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran
disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja tersebut. Laporan
Kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2020 menjadi laporan kemajuan
penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun
2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang —
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6398);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4124);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelanggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);

23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabelitas Kinerja Instansi Pemerintah;

25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1312;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan;
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28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota DepokTahun 2006-
2025.(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 nomor 01);

30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Depok 2012-2032;

32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2016 Nomor 10);

33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2016-
2021;

34. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita
Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 58);

35. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

36. Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2018 Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Dinas Kesehatan Kota Depok berdasarkan ketentuan Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Depok. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
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serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Depok berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor
52 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Dalam
melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
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1.4. Struktur Organisasi

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Depok
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Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Depok terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Sub. Bagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
a. Seksi Promosi Kesehatan
b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
a.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
b.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
c.Seksi Surveilans dan Imunisasi

5.Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
a.Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
b.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan
c.Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
b. Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Makanan
c. Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas pokok dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

dan tugas pembantuan dibidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
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a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis
(Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah
daerah (RPJMD);

b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi,
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta
pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit
dan sumber daya kesehatan;

c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta
pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit
dan sumber daya kesehatan;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan,
kepegawaian dan rumah tangga Dinas;

e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang
teknis meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian
penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;

f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;

g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP);

h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hokum sesuai dengan
bidang tugasnya;dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Sekretaris
Sekretaris Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan
administrasi umum, pengkoordinasian, perencanaan dan evaluasi serta
pengelolaan Keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
b. Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
c. Penyelenggaraan administrasi umum;
d

Penyusunan evaluasi dan laporan;
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e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;

f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;

g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan kegiatan Dinas;

i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaandan
aset Dinas;

j- Pengelolaan Keuangan Dinas;

k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;

I. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja dinas; dan

m.Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan

oleh pimpinan.

e Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas. Untuk

melaksanakan Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja
sekretariat;

b. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan
umum;

c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Sub Bagian;

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;

e. Pengkoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan
fungsional,

f. Pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan;

g. Pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan pemberian informasi dan
komunikasi, serta protokoler;

h. Penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana kerja Dinas;
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i. Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan sarana kerja, dan kendaraan
dinas;

j. Pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas;

k. Pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan
kerumahtanggaan lainnya;

1. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan
pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan

m. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Sekretaris.

e Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja
sekretariat;

b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan
permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;

c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan Sub Bagian;

d. Pengkooordinasian Penyusunan bahan-bahan Kebijakan dari bidang;

0]

. Penyelenggaraan Analisis dan Pengembangan Kinerja Dinas;

—h

Pelaksanaan Penyusunan Renstra Dinas;

. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran Dinas;

o Q

. Penyusunan Program Kerja tahunan Dinas;

. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas;

j. Penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Dinas Kesehatan

sebagai bahan Penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
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k. Penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan
RPJMD Dinas Kesehatan sebagai bahan Penyusunan LPPD dan LPPD
Akhir Masa Jabatan;

|. Penghimpunan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa Jabatan
Wali Kota;

m.Pelaksanaan analisis dan pengembangan Kinerja Sub Bagian; dan

n. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Sekretaris.

e Sub Bagian Keuangan dan Aset
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
keuangan dinas, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, Inventarisasi
permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan
permasalahan yang berkaitan dengan urusan Keuangan dan aset pada
dinas;

b. Perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan
Kegiatan Sub Bagian;

c. Penyelenggarakan Keuangan dan Aset pada dinas;

d. Penyiapan bahan Kebijakan dan Petunjuk Teknis yang berkaitan
dengan urusan Keuangan, penatausahaan Administrasi keuangan yang
meliputi Evaluasi Semester dan pertanggungjawaban;

e. Penyiapan bahan Koordinasi dan Petunjuk Teknis kebutuhan
Pengadaan, Inventarisasi, Pendistribusian, penyimpanan
Perlengkapan/Sarana Kerja dan barang Daerah;

f. Penyimpanan berkas-berkas Keuangan dan pengadministrasian
dokumen dalam rangka Pelayanan Administrasi Keuangan di
Lingkungan Dinas;

g. Pelaksanaan Analisis dan pengembangan Kinerja Sub Bagian; dan

h. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Sekretaris.
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3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengelola,

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

pemerintahan di Bidang Kesehatan Masyarakat terkait penyelengaraan kegiatan

promosi Kesehatan, kesehatan keluarga dan gizi, Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga di Kota Depok. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan

Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat mengacu pada
Rencana Strategis Dinas;

b. Penyusunan dan perumusan bahan Kebijakan dan petunjuk Teknis Bidang
Kesehatan Masyarakat;

c. Penyelenggaraan Pengumpulan Data dan Informasi Bidang Kesehatan
Masyarakat;

d. Penyelenggaraan pelaksanaan Program dan Kkegiatan Bidang Kesehatan
Masyarakat;

e. Pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang
berkaitan dengan Bidang Kesehatan Masyarakat;

f. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Kesehatan
Masyarakat;

g. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Bidang Kesehatan Masyarakat;

h. Pengkoordinasian kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat dengan Lintas
Program dan lintas Sektor terkait;

i. Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas kinerja Bidang Kesehatan
Masyarakat;

j-  Penyusunan Rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat mengacu pada
Rencana Strategis Dinas;

k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Bidang Kesehatan
Masyarakat; dan

I. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.
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e Seksi Promosi Kesehatan

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola,

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

pemerintahan terkait Promosi Kesehatan di Kota Depok. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana  Seksi Promosi Kesehatan

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Promosi Kesehatan mengacu pada
rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;

b. Pengumpulan Data, Informasi dan petunjuk teknis Seksi Promosi
Kesehatan;

c. Pelaksanaan Kegiatan Promosi kesehatan;

d. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi Kkinerja Seksi Promosi
Kesehatan;

e. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Promosi
Kesehatan;

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dengan lintas
program dan lintas Sektor terkait;

g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Promosi
Kesehatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

e Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas merencanakan,
mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan urusan pemerintahan terkait kesehatan keluarga, pelayanan KB
dan perbaikan gizi masyarakat di Kota Depok. Seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mengacu
pada Rencana Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat
b. Pengumpulan data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Kesehatan

Keluarga dan Gizi;
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c. Pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga, pelayanan KB dan perbaikan
gizi masyarakat;

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi;

e. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi;

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dengan
lintas program dan lintas sektor terkait;

g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi; dan

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

e Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, kerja dan Olahraga mempunyai tugas

merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemerintahan terkait Kesehatan

Lingkungan, kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga di Kota Depok. Untuk

melaksanakan tugas, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan
Olahraga mengacu pada Rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;

b. Pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kerja dan Olahraga;

c. Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Kesehatan Olahraga;

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kerja dan Olahraga;

e. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kerja dan Olahraga;

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan

Olahraga dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
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g. Penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kerja dan Olahraga; dan

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas

merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi

dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular

dan surveilans Imunisasi di Kota Depok. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
mengacu pada Rencana Strategis Dinas;

b. Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

c. Penyelenggaraan pengumpulan Data dan Informasi Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit;

d. Penyelenggaraan pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit;

e. Pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang
berkaitan dengan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

f. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi Kkinerja Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit;

g. Penyelenggaraan Pencatatan dan pelaporan Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit;

h. Pengkoordinasian kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dengan Lintas Program dan Llintas Sektor terkait;

i. Pembinaan, pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit;

j- Penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit; dan

k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.
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e Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengedalian Penyakit Menular; mempunyai tugas

merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular di Kota Depok. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular mengacu pada Rencana Kerja Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit;

b. Pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular;

c. Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular;

e. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular;

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait;

g. Penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

e Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai
tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemerintahan terkait Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Kota Depok. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan fungsi :
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a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular mengacu pada rencana Kerja Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit;

b. Pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

c. Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular;

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

e. Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Kinerja Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait;

g. Penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

e Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas merencanakan, mengelola,

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

pemerintahan terkait surveilans dan imunisasi di Kota Depok. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Surveilans dan

Imunisasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Surveilans dan Imunisasi mengacu pada
rencana kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

b. Pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Seksi Surveilans dan
Imunisasi

c. Pelaksanaan kegiatan Surveilans dan Imunisasi

d. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Seksi Surveilans dan
Imunisasi

e. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi dengan lintas

sektor terkait

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Page 18



Dinas Kesehatan Tahun 2020

f. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Seksi Surveilans
dan Imunisasi

g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola,

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kesehatan terkait pelayanan Kesehatan

Primer, Pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan dan Seksi

Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kota Depok. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan mengacu pada
Rencana Strategis Dinas;

b. Penyusunan dan perumusan bahan Kebijakan dan Petunjuk teknis Bidang
Pelayanan Kesehatan;

c. Penyelenggaraan pengumpulan Data dan Informasi Bidang Pelayanan
Kesehatan;

d. Penyelenggaraan pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pelayanan
Kesehatan;

e. Pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang
berkaitan dengan Bidang Pelayanan Kesehatan;

f. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Pelayanan
Kesehatan;

g. Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Bidang Pelayanan Kesehatan;

h. Pengkoordinasian kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan dengan Lintas
Program dan Lintas Sektor terkait;

i. Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Bidang Pelayanan
Kesehatan;

j- Penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Bidang Pelayanan
Kesehatan; dan

k. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.
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e Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas merencanakan,

mengelola, mengkoordinasikan, = mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Kesehatan Primer di Kota

Depok. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Pelayanan KesehatanPrimer mengacu
pada Rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;

b. Pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer;

c. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer dan mutu Pelayanan
Kesehatan Primer;

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer;

e. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer;

f. Pengkoordinasian Kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dengan
Lintas Program dan Lintas Sektor terkait;

g. Penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer; dan

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

e Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai

tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemerintahan terkait Pelayanan

Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan di Kota Depok. Untuk

melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan

Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan
Pembiayaan Kesehatan mengacu pada rencana kerja Bidang Pelayanan

Kesehatan;
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b. Pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan;

c. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan
Kesehatan;

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan;

e. Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Kinerja Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan;

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan
Pembiayaan Kesehatan dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait;

g. Penyelenggaraan Analisis dan Pengembangan Kinerja Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

e Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas

merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemerintahan terkait Mutu dan

Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kota Depok. Untuk melaksanakan

tugasnya, Seksi Mutu dan  Akreditasi Pelayanan  Kesehatan

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan mengacu pada rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;

b. Pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Mutu dan
Akreditasi Pelayanan Kesehatan;

c. Pelaksanaan Kegiatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Mutu dan
Akreditasi Pelayanan Kesehatan;

e. Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Kinerja Seksi Mutu dan
Akreditasi Pelayanan Kesehatan;

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait;
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g. Penyelenggaraan Analisis dan Pengembangan Kinerja Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas merencanakan, mengelola,

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

pemerintahan di Bidang Sumber Daya Kesehatan terkait Sumber Daya Manusia

Kesehatan, Kefarmasiaan dan Pengawasan Makanan, Sarana Prasarana dan

Alat Kesehatan di Kota Depok. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan mengacu
pada Rencana Strategis Dinas;

b. Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan Petunjuk Teknis Bidang
Sumber Daya Kesehatan;

c. Penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi Bidang Sumber Daya
Kesehatan;

d. Penyelenggaraanpelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya
Kesehatan;

e. Pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang
berkaitan dengan Bidang Sumber Daya Kesehatan;

f.  Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Sumber Daya
Kesehatan;

g. Penyelenggaraan Pencatatan dan pelaporan Bidang Sumber Daya
Kesehatan;

h. Pengkoordinasian kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan dengan Lintas
Program dan Lintas Sektor terkait;

i. Pembinaan, pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Bidang Sumber Daya
Kesehatan;

j-  Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang Sumber Daya
Kesehatan; dan

k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.
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e Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas merencanakan,

mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan urusan Pemerintahan terkait Regulasi dan Tenaga Kesehatan di

Kota Depok. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi

Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
mengacu pada rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;

b. Pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise Sumber Daya Manusia
Kesehatan di Kota Depok;

d. Perumusan dan Pelaksanaan Operasional sumber daya manusia
kesehatan Kota Depok;

e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Daya Manusia
Kesehatan;

f. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Seksi Daya Manusia
Kesehatan;

g. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Daya Manusia Kesehatan dengan lintas
program dan lintas sektor terkait;

h. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Seksi Daya
Manusia Kesehatan; dan

i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

e Seksi Kefarmasiaan dan Pengawasan Makanan
Seksi Kefarmasiaan dan Pengawasan Makanan mempunyai tugas
merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait pelayanan

kefarmasian dan pengawasan makanan di Kota Depok. Untuk
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melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kefarmasiaan dan

Pengawasan Makanan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kefarmasiaan dan Pengawasan
Makanan mengacu pada rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;

b. Pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Seksi Kefarmasiaan
dan Pengawasan Makanan;

c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional pelayanan
Kefarmasian dan Pengawasan Makanan;

d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Kefarmasiaan dan Pengawasan Makanan;

e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Kefarmasiaan
dan Pengawasan Makanan,;

f. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Seksi Kefarmasiaan
dan Pengawasan Makanan;

g. Penyelenggaraan  analisis dan pengembangan Kinerja  Seksi
Kefarmasiaan dan Pengawasan Makanan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

e Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan

Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan mempunyai tugas

merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemerintahan terkait Sarana

Prasarana, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di

Kota Depok. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi

Regulasi dan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan
mengacu pada rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;

b. Pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Seksi Sarana Prasarana
dan Alat Kesehatan;

c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin toko alat
kesehatan dan optikal di Kota Depok;

d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Sarana Prasarana,

Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
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e. Perumusan dan pelaksanaan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan
kelas 1(satu) tertentu perusahaan rumah tangga;

f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Sarana Prasarana
dan Alat Kesehatan;

g. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Seksi Sarana
Prasarana dan Alat Kesehatan;

h. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan
dengan lintas program dan lintas sektor terkait;

i. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Seksi Sarana
Prasarana dan Alat Kesehatan; dan

j. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang kesehatan dapat
dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD yang ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok melaksanakan
sebagian kegiatan Dinas secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga
Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di
Lingkungan Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis, Kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, diatur

sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
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1.5. Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kota Depok
berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya Dinas
Kesehatan Kota Depok juga menghadapi permasalahan utama (strategic issued) baik
eksternal maupun internal antara lain :

1) Masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan

Perkembangan penduduk Kota Depok dapat dikelompokkan kedalam kawasan
yang memiliki pertumbuhan cepat. Data Penduduk dari BPS tahun 2020 adalah
2.414.816 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tahun 2019 adalah 2.406.246 jiwa, ini
berarti dalam waktu sekitar 1 tahun pertambahan penduduk adalah 8.570 jiwa, tentu
saja memerlukan penyediaan layanan kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah
maupun kualitas.

Sebagian penduduk Kota Depok saat ini umumnya bergerak pada sektor
pelayanan jasa dan memiliki strata perekomian yang cukup baik, keadaaan ini
menuntut penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas yang sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan masyarakat Kota Depok. Sementara itu, saat ini pelayanan
kesehatan di Kota Depok masih belum tersebar merata, baik dari segi ketersediaan
layanan, maupun kualitas layanan.

Pada akhir tahun 2024, target nasional adalah 112,9 juta jiwa penduduk
terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Universal Health
Coverage (UHC). Di Kota Depok per 31 Desember 2020, kepesertaan BPJS Kesehatan
baru 1.865.166 jiwa (85,10%) dari seluruh penduduk Kota Depok sehingga pencapaian
UHC menijadi prioritas.

Pemenuhan kesenjangan akses dan mutu layanan kesehatan menjadi
permasalahan yang harus diselesaikan, karena target RPJMD pada akhir 2020,
diharapkan terdapat unit layanan terakreditasi sebanyak 23 unit dan pada akhir 2021
seluruh unit layanan terakreditasi, maka perlu upaya yang lebih optimal agar

pencapaian tersebut sesuai target.

2) Belum terselenggaranya pengelolaan Dinas Kesehatan secara akuntabel

Pada era Reformasi Birokrasi, salah satu unsur yang menjadi prioritas adalah
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menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Kinerja Pemerintah
Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, salah satunya diukur dengan
penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan. Saat ini, penyelenggaraan sistem
akuntabilitas pada Dinas Kesehatan masih memerlukan pengelolaan yang sistematis,
antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih optimal. Maka dari itu,
penyelenggaraan Dinas Kesehatan yang akuntabel menjadi prioritas yang harus
diselesaikan. Dalam mencapai target RPJMD, pada tahun 2020 diharapkan predikat
SAKIP Dinas Kesehatan BB, dan pada tahun 2021 predikat SAKIP Dinas Kesehatan
adalah A, oleh karena itu, perlu upaya yang lebih optimal agar pencapaian tersebut

sesuai target.

3) Masih terdapatnya Angka Kematian lbu

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator
derajat kesehatan. Data kematian Ibu dan bayi di Kota Depok didapatkan dari laporan
puskesmas, rumah sakit, bidan praktek swasta dan kader kesehatan.

Rasio Angka Kematian Ibu di Kota Depok, beberapa tahun terakhir cenderung
fluktuatif dan belum sesuai target RPJMD. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio angka
kematian ibu pada tahun 2014 sebesar 36,42/100.000 KH, tahun 2015 sebesar
34,83/100.000 KH, pada tahun 2016 sebesar 38,85/100.000 KH, tahun 2017 sebesar
46,87/100.000 KH tahun 2018 sebesar 41,64/100.000 KH, pada tahun 2019 sebesar
82,44% dan pada tahun 2020 sebesar 58,45/100.000 KH. Capaian pada akhir
tahun 2021 diharapkan Angka Kematian Ibu tercapai 38,25/100.000.

4) Meningkatnya kasus penyakit menular dan tidak menular serta munculnya
penyakit menular lain (new emerging & re-emerging)

Tingginya tingkat migrasi di Kota Depok berimplikasi pada penyebaran penyakit
menular, misalnya Demam Berdarah Dengue, Diare, ISPA, HIV/ AIDS, TBC dan masih
adanya penyakit yang dapat menimbulkan kecacatan seperti Filariasis dan Kusta.
Selain ancaman penyakit menular, Kota Depok memiliki faktor risiko Penyakit Tidak
Menular yang tertinggi se- Jawa Barat, maka dari itu, kecenderungan peningkatan
morbiditas penyakit tidak menular menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Selain

pencapaian target RPJMD juga target SPM harus diselesaikan seperti orang dengan
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TB, orang berisiko terinfeksi HIV, orang dengan Hipertensi, DM dan orang dengan
gangguan jiwa berat mendapat pelayanan sesuai standar dengan target 100%, maka
perlu upaya yang lebih optimal agar pencapaian tersebut sesuai target.

Kondisi yang sedang dihadapi saat ini adalah mewabahnya Corona Virus
Disease (Covid 19) hampir di seluruh wilayah Indonesia yang menyebabkan penyakit
infeksi terutama pada saluran pernafasan. Kasus ini diawali dengan informasi dari
Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember
2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak
jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga
akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah novel coronavirus.
Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di
luar China.

Untuk di Indonesia sendiri, khususnya di Kota Depok, Virus Covid-19,
merupakan kasus pertama di Indonesia. Dengan eskalasi pertambahan kasus,
ditetapkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 tentang
Penetapan Status tanggap Darurat Bencana Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di
Kota Depok tanggal 18 Maret 2020. Peningkatan kasus sejak bulan Maret sampai
dengan tanggal 31 Desember 2020 kasus konfirmasi ada sebanyak 17.294 orang
terdiri dari 3.358 kasus konfirmasi aktif, 13.517 orang sembuh dan 419 orang
meninggal. Berbagai upaya percepatan penanganan Virus Corona Disease 2019
(Covid-19) telah dilakukan, namun Penyebaran Covid 19 yang sangat cepat di Kota
Depok harus diimbangi dengan upaya efektif dan efisien yang harus terus dilakukan
dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program secara bersinergi dan

berkesinambungan.

1.6. Sistematika Penyajian
Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF
Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja

sasaran Dinas Kesehatan Kota Depok selama Tahun 2020.
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BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi,
permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan
Depok Tahun 2020.

BABIIT PERENCANAAN KINERJA
Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang

meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja

organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian Kinerja.

BAB IV PENUTUP
Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam

pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

Dalam lampiran menampilkan Pengukuran Kinerja Tahun 2020.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana
Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi,
Kebijakan, Program dan Kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Depok
Tahun 2016-2021 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Kesehatan Kota
Depok disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan telah disesuaikan
dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Depok. Berdasarkan Perubahan Ketiga
Renstra Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2016-2021, telah ditetapkan 3 sasaran

strategis dan 6 indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatnya kualitas pelayanan Predikat SAKIP Dinas Kesehatan
public yang professional dan tata
kelola Dinas Kesehatan yang

akuntabel
2 Meningkatnya pemerataan dan mutu | Presentase Unit Layanan
layanan kesehatan Terakreditasi
IKM
3 Meningkatnya kualitas kesehatan Rasio Kematian Ibu (AKI)
masyarakat

Rasio Kematian Bayi (AKB)

Prevalensi TB

Sumber : Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2016-
2021
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Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian

Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai

berikut :
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya kualitas Predikat SAKIP Dinas BB
pelayanan publik yang Kesehatan
professional dan tata kelola
Dinas Kesehatan yang
akuntabel
2 | Meningkatnya pemerataan dan | Persentase Unit Layanan 100 %
mutu layanan kesehatan Terakreditasi
IKM 80.5
3 | Meningkatnya kualitas Rasio Kematian Ibu (AKI) 38,50/100.000

kesehatan masyarakat

KH

Rasio Kematian Bayi (AKB)

2,16/1000 KH

Prevalensi TB

117/100.000
Pendd
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Sementara anggaran belanja dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2020 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

No Program Anggaran Mendukung
(Rp) Sasaran

1 | Peningkatan Administrasi Perkantoran 850.051.080.00 1

2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 558.668.500.00 1

3 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 4.490.104.600.00 1

4 | Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja 114.356.500.00 1
dan keuangan

5 | Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana 1.025.716.700.00 2
dan Prasarana Pelayanan
Peningkatan kualitas perencanaan 386.790.600.00
Pengembangan Layanan Teknologi 492.476.600.00
Informatika

8 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan 145.666.168.477.00 2
Rujukan

9 | Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan 6.056.762.560.00 2

10 | Pengembangan dan Pengelolaan BLUD 65.966.556.025.00 2

11 | Pengembangan Program Kota Sehat 103.232.000.00 3

12 | Peningkatan Promosi Kesehatan 1.745.775.500.00 3

13 | Peningkatan Kesehatan Keluarga 457.473.000.00 3

14 | Pencegahan dan penanggulangan Penyakit 27.852.003.946.00 3
Menular dan Tidak Menular

15 | Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 844.072.300.00 3

16 | Peningkatan Kesehatan Lingkungan 97.366.600.00 3
JUMLAH 256.707.574.988.00
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2020 dilaporkan untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
Dinas Kesehatan Kota Depok selama tahun 2020. Untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai
berikut :

Tabel 3. 1 Kategori Capaian Kinerja Organisasi

NO KATEGORI RATA-RATA% CAPAIAN
1. Sangat Baik =290 %

2. Baik 75,00 - 89,99

3. Cukup 65,00 -74,99

4. Kurang 50,00 - 64,99

5. Sangat Kurang 0-50,00

A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Tahun 2020
SASARAN INDIKATOR REALI o INTER-
NO | sTRATEGIS KINERJA | SATUAN | TARGET | “gpg | % | pRETASI
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
1 | Meningkatnya Predikat Huruf BB BB 100 Sangat
kualitas pelayanan | SAKIP Dinas Baik
publik yang Kesehatan
professional dan
tata kelola Dinas
Kesehatan yang
akuntabel
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SASARAN INDIKATOR REALI o INTER-
NO | sTRATEGIS KINERJA | SATUAN | TARGET | ‘g)g % | PRETASI
Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing
2 | Meningkatnya Persentase Persen 100 0 0 Sangat
pemerataan dan Unit Layanan kurang
mutu layanan Terakreditasi
kesehatan IKM Angka 80,5 81,46 | 101,1| Sangat
9 Baik
3 | Meningkatnya Rasio Angka Rasio 38,80/ 58,45/ 48 Sangat
kualitas kesehatan | Kematian Ibu 100.000 100.000 Kurang
masyarakat KH KH
Rasio Angka Rasio 2,16/ 1,19/ 145 Sangat
Kematian 1000 1000 Baik
Bayi KH
Prevalensi Persen 117/ 133/ 113, Sangat
B 100.000 | 100.000 67 Baik
pddk pddk

Sumber : Profil Kesehatan Kota Depok tahun 2020

Analisis perbandingan

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan
dengan 6 indikator kinerja sasaran strategis. Dari 6 indikator, 4 indikator (66,6%) telah
mencapai target, dan 2 indikator (33,3%) belum mencapai target. Adapun indikator
Indikator Predikat SAKIP,

Kepuasan Masyarakat (IKM), Rasio Angka Kematian Bayi dan Prevalensi TB. Indikator

sasaran strategis yang telah tercapai adalah Indeks

sasaran strategis yang belum mencapai target adalah Persentase Unit Layanan

Terakreditasi dan Rasio Angka Kematian lbu.
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A.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu
Perbandingan antara capaian kinerja dibandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3. 3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu
TARGET REALISASI % Capaian
No|  ShSAAN | WDITOR | saruan
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
1 | Meningkatnya kualitas | Predikat SAKIP Huruf B BB BB BB 125 100
pelayanan publik yang | Dinas (72,75) (77,14)
professional dan tata | Kesehatan
kelola Dinas
Kesehatan yang
akuntabel
Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing
2 | Meningkatnya Persentase Persen 100% 100% 100% 0% 100 0
pemerataan dan mutu | Unit Layanan
layanan kesehatan Terakreditasi
IKM Angka 80,00 80,5 80,54 81,46 100,67 | 101,19
3 | Meningkatnya kualitas | Rasio Angka Rasio 38,85/ 38,50/ 82,44/ 58,45/ 12,20 48
kesehatan Kematian Ibu 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000
masyarakat KH KH KH KH
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TARGET REALISASI % Capaian
o SheA | NDKATOR | aru
2019 2020 2019 2020 2019 | 2020
Rasio Angka Rasio | 2,18/ 2,16/ 1,80/ 1,19/ 117,4 | 145
Kematian Bayi 1000 KH | 1000 KH | 1000 KH | 1000 KH
Prevalensi TB | Persen | 117/ 117/ 171/ 133/ 146,15 | 113,67
100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000
pddk pddk pddk pddk

Sumber : Profil Kesehatan Kota Depok tahun 2020
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Analisis Perbandingan

Tabel 3.3 adalah perbandingan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok
pada tahun 2019 dengan tahun 2020, terdapat indikator kinerja yang mengalami
peningkatan dan penurunan capaian kinerja, hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan
eksternal organisasi. Penjelasan masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang professional
dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel, dengan indikator sasaran strategis,
yaitu predikat SAKIP Dinas Kesehatan. Capaian Indikator sasaran Predikat SAKIP
tahun 2019 adalah BB (72,75) dan tahun 2020 predikat SAKIP BB (77,14). Upaya yang
telah dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja pada sasaran ini yaitu melakukan
penyesuaian dokumen perencanaan antara RPJMD, Renstra, Renja, RKT, Perjanjian
Kinerja dan Rencana Aksi dari level eselon 2 sampai level pelaksana serta dilakukan
monitoring evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan secara berkala. Selain itu
dilakukan manajemen risiko, pemberian reward dan punishment bagi unit kerja internal
dengan capaian kinerja keuangan terbaik serta ekternal kepada mitra kesehatan.

Sasaran strategis 2, yaitu Meningkatnya pemerataan dan mutu layanan
kesehatan dengan 2 indikator sasaran yaitu Indikator Persentase Unit Layanan
Terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator Persentase Unit
Layanan Terakreditasi pada tahun 2019 telah terealisasi 29 Puskesmas (100%). Pada
tahun 2020 meskipun tidak dilakukan penilaian tetapi pembinaan dan pendampingan
puskesmas terkait persiapan penilaian akreditasi tetap dilaksanakan. Penilaian
Akreditasi tidak dilaksanakan sesuai surat edaran Kementrian Kesehatan
HK.02.02/MENKES/455/2020 Tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19
sampai dengan satu tahun sejak pandemi dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Capaian kinerja IKM mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 80,54
(100,67%) dan tahun 2020 sebesar 81,46 (101,19%). Namun demikian, masih perlu
upaya dan inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan unsur unsur IKM yang masih
belum optimal dan penambahan sarana prasarana serta SDM di puskesmas.

Sasaran strategis 3, yaitu meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, terdiri
dari 3 indikator sasaran strategis, yaitu Rasio Angka Kematian Ibu, Rasio Angka

Kematian Bayi, dan Prevalensi TB.
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Capaian kinerja Rasio AKI pada tahun 2019 sebesar 12,20% dan tahun 2020
sebesar 48% masih belum mencapai target, Capaian kinerja Rasio AKB pada tahun
2019 sebesar 117,4% dan tahun 2020 sebesar 145% sudah mencapai target.

Kasus kematian ibu dan kematian bayi disebabkan oleh faktor internal ataupun
eksternal organisasi. Faktor internal organisasi diantaranya masih terdapat SDM yang
belum mendapat pelatihan dalam penanganan asuhan pra rujukan terutama Bidan
Praktik Mandiri dan pelatihan PONED pada tenaga kesehatan di Puskesmas, belum
optimalnya ANC 10 T sesuai standar dan kegiatan skrining kehamilan berisiko tinggi
dan P4K, belum maksimalnya jejaring /sistem rujukan rumah sakit, masih terbatasnya
Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) 119 serta belum
optimalnya tugas tim AMP dan pengawas KIBBLA.

Sementara faktor eksternal organisasi disebabkan oleh masih belum optimalnya
pemberdayaan masyarakat, peran lintas program dan lintas sektoral terkait
pentingnya persalinan yang aman, sosial ekonomi yang kurang sehingga
mempengaruhi asupan zat gizi ibu yang dapat menyebabkan ibu mengalami anemia
gizi, belum semua sasaran Ibu hamil menjadi peserta BPJS, serta belum memadainya
jumlah sarana ICU dan NICU di RS se-Kota Depok.

Penguatan sistem rujukan merupakan salah satu faktor yang harus diperbaiki,
penambahan fasilitas perawatan intensif dan perlunya peningkatan kerjasama BPJS
dengan seluruh Rumah Sakit yang ada di Kota Depok.

Indikator lain pada sasaran strategis 3 yaitu Prevalensi TB, Capaian Indikator
Prevalensi TB yaitu pada tahun 2019 mencapai 146,15% dan tahun 2020 mencapai
113,67%. Salah satu faktor keberhasilan pencapaian kinerja adalah meningkatnya
surveilans RS dan Surveilans berbasis masyarakat dalam penemuan kasus namun
dikarenakan masa pandemi Covid-19 jumlah penemuan kasus menurun dibandingkan

tahun 2019 sehubungan dengan pembatasan kontak oleh Fasilitas Kesehatan.

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan RPJMD yang Terdapat
dalam Dokumen Renstra
Perbandingan antara realisasi kinerja dibandingkan dengan RPJMD yang

terdapat dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target RPJMD

Kota Depok
. . o . | Target %
Socaran | iwator | sawan | Tgpget | Rezien | %Ca0 | ReuMD | Capatan
2021 RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
Meningkatnya Predikat Huruf BB BB 100 A 83,33
kualitas SAKIP Dinas (77,14)
pelayanan Kesehatan
publik yang
professional dan
tata kelola Dinas
Kesehatan yang
akuntabel
Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing
Meningkatnya Persentase Persen 100% 0 0 100% 0
Pemerataan dan | Unit Layanan tase
Mutu Layanan Terakreditasi
Kesehatan IKM Angka | 80,05 | 81.46 | 101,19 81 101
Meningkatnya Rasio Angka Rasio 38,50/ 58,45/ 48 38,25/ 4718
kualitas Kematian Ibu 100.000 | 100.000 100.000
kesehatan KH KH KH
masyarakat Rasio Angka Rasio 2,16/ 1,19/ 145 2,14/ 144,39
Kematian 1000 KH | 1000 1000
Bayi KH
Prevalensi TB | Rasio 117/ 133/ 113,67 117/ 113,67
100.000 | 100.000 100.000
pendd pddk pendd

Sumber : Profil Kesehatan Kota Depok tahun 2020

Analisis Perbandingan

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target

RPJMD yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016-2021

diketahui bahwa dari 3 sasaran strategis dengan 6 indikator sasaran strategis, terdapat
3 indikator yang belum mencapai target RPJMD vyaitu Predikat SAKIP (Predikat SAKIP
BB (77,14) dari target A), Persentase Unit Layanan Terakreditasi ( 0% dari target 100%)
dan Rasio Angka Kematian Ibu (58,45/100.000 KH dari target 38,25/100.000 KH).

Terdapat 3 indikator sasaran strategis yang pencapaiannya sesuai target RPJMD yaitu
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IKM (81,46 dari target 81), Rasio Angka Kematian Bayi (1,19/1000 KH dari target
2,14/1000 KH) dan Prevalensi TB (126,5/100.000 Pddk dari target 117/100.000 pddk).

A.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Standar Nasional bidang kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor
2 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator kinerja sasaran
Dinas Kesehatan tidak serupa dengan indikator SPM bidang kesehatan, namun
capaian indikator SPM mendukung capaian indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan.

Berikut terlampir capaian realisasi kinerja sasaran tahun Ini dengan Standar Nasional

(SPM Bidang Kesehatan) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Target Nasional
(Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan)

No Sasaran Indikator Indikator SPM Target Capaian | Interpretasi
Strategis Kinerja SPM/ Target
Sasaran Standar SPM
Nasional | Depok
1 2 3 4 5 6 7
1 | Meningkatnya | Rasio AKI Pelayanan 100% 93,03% | Tidak
kualitas Rasio AKB Kesehatan Ibu Hamil tercapai
kesehatan Prevalensi  r5elayanan 100% 92,18% | Tidak
masyarakat B K :
esehatan Ibu tercapai
Bersalin
Pelayanan 100% 96,77% | Tidak
Kesehatan Bayi Baru tercapai
Lahir
Pelayanan 100% 53,07% | Tercapai
Kesehatan Balita
Pelayanan 100% 86,21% | Tidak
Kesehatan pada Usia tercapai
Pendidikan Dasar
Pelayanan 100% 29,90% | Tidak
Kesehatan pada Usia tercapai
Produktif
Pelayanan 100% 30,96% | Tidak
Kesehatan pada Usia tercapai
Lanjut
Pelayanan 100% 28,04% | Tidak
Kesehatan Penderita tercapai
Hipertensi
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No Sasaran Indikator Indikator SPM Target Capaian | Interpretasi
Strategis Kinerja SPM/ Target
Sasaran Standar SPM
Nasional | Depok
1 2 3 4 5 6 7

Pelayanan 100% 86,92% | Tidak
Kesehatan Penderita tercapai
Diabetes Melitus
(DM)
Pelayanan 100% 36,96% | Tidak
Kesehatan Orang Tercapai
dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) Berat
Pelayanan 100% 22,76% | Tidak
Kesehatan Orang tercapai
terduga Tuberkulosis
(TB)
Pelayanan 100% 22,87% | Tidak
Kesehatan Orang tercapai

dengan Risiko
Terinfeksi HIV

Sumber : Profil Kesehatan Kota Depok tahun 2020

Analisis Perbandingan

Target nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP adalah Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 4 tahun 2019 tentang SPM Bidang Kesehatan.

12 indikator SPM bidang kesehatan pada tahun 2020 tidak ada yang mencapai

target. Adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

menyebabkan terbatasnya kegiatan pelayanan kesehatan dan berkurangnya skrining

pada kelompok beresiko di masyarakat. Program dan kegiatan yang terkait dengan

capaian kinerja Indikator tersebut masih perlu dioptimalkan, khususnya pencatatan dan

pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang memberikan pelayanan

tersebut.
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A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja
Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran
strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020
yang kemudian dibandingkan dengan realisasi yang disajikan dalam formulir
pengukuran kinerja tahun 2020. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan
evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian
Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Depok dan sebab-sebab tercapai/tidak
tercapainya kinerja yang diharapkan.
Pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Depok telah melaksanakan program
dan kegiatan untuk mencapai Misi ke-1 dan ke-2 Kota Depok, yaitu :
o Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional
dan Transparan
o Misi Kedua : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kreatif dan
Berdaya Saing
Kedua misi tersebut dijabarkan dalam 3 Sasaran Strategis yang dilakukan
evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran strategis yang dijelaskan sebagai berikut:
Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan
Transparan
Terdapat 1 sasaran strategis pada Misi ke-1, yaitu :
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang
professional dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel
Indikator Sasaran Startegis :
Predikat SAKIP Dinas Kesehatan
Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini telah mencapai kinerja sebesar
100 %, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 6 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan
Tata Kelola Dinas Kesehatan Yang Akuntabel Tahun 2020

No Indikator Kinerja Target | Realisasi| % Capaian | Interpretasi
1 Predikat SAKIP Dinas BB BB 100 Tercapai
Kesehatan
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. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja:

Analisis penyebab keberhasilan indikator diatas, dijelaskan sebagai berikut:

Capaian Predikat SAKIP Dinas Kesehatan tahun 2020 mencapai target yang
ditetapkan, yaitu BB. Meskipun demikian, Predikat SAKIP masih perlu ditingkatkan
dengan cara melengkapi dokumen perencanaan yang komprehensif, sehingga
terjadi sinkronisasi antara target nasional, RPJMD, Renstra sampai dengan
Program dan Kegiatan. Selain itu perlu melakukan sistem pengawasan internal
melalui kegiatan identifikasi manajemen risiko, identifikasi celah pengendalian dan
rencana tindak pengendalian pada setiap kegiatan secara komprehensif sampai
pada level pelaksana dan melakukan monitoring evaluasi secara terpadu serta
pemberian reward dan punishment bagi unit kerja yang mencapai kinerja yang

diharapkan.

Misi Kedua : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kreatif dan Berdaya
Saing
Terdapat 2 sasaran strategis pada Misi ke-2, yaitu :
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya pemerataan dan mutu layanan
kesehatan
Indikator Sasaran Strategis :
1. Persentase Unit Layanan Terakreditasi

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Layanan Kesehatan 2020

0,
No Indikator Kinerja Target Realisasi c /°. Interpretasi
apaian

1 Persentase Unit 100% 0 0 Tidak
Layanan Tercapai
Terakreditasi

2 Indeks Kepuasan 80,5 81.46 101,19 Tercapai
Masyarakat
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" Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan dalam Capaian

Kinerja:

Penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam capaian kinerja di atas dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Sasaran strategis Persentase Unit Layanan Terakreditasi pada
tahun 2020 tidak dapat direalisasi karena sesuai surat edaran Kementrian
HK.02.02/MENKES/455/2020
Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Penetapan Rumah Sakit
Covid-19,

dilakukan dikarenakan kondisi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)

Kesehatan Tentang Perizinan dan

Pendidikan Pada Masa Pandemi survey akreditasi tidak
sampai satu tahun setelah pernyataan pandemi dicabut Pemerintah.
Namun demikian kegiatan pendampingan pra survey tetap dilakukan.

Capaian kinerja indikator IKM tahun 2020 telah melebihi target karena
sejak pola pengelolaan keuangan Puskesmas menggunakan BLUD,
Puskesmas dapat lebih leluasa meningkatkan mutu pelayanan dengan
penambahan fasilitas dan SDM untuk kemudahan, kenyamanan dan
keselamatan pasien. Selain itu ada upaya peningkatan indikator penilaian
dari unsur IKM yang masih rendah pada tahun lalu yaitu unsur waktu
tunggu pelayanan. Dengan melakukan optimalisasi penggunaan teknologi
informasi Depok Singgle Window (DSW) sehingga pasien tidak perlu

menunggu lama dalam mendapatkan pelayanan.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Pada sasaran strategis ini, target indikator sasaran belum semuanya tercapai.

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2020

1 (V)
No In(?|kat_or Target Realisasi 5 ° Interpretasi
Kinerja Capaian
1 Rasio Angka 38,50/ 58,45/ 48 Tidak Tercapai
Kematian Ibu 100.000 KH 100.000 KH
2 Rasio Angka 2,16/ 1000 KH | 1,19/1000 KH 145 Tercapai
Kematian Bayi
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1 (V)
No Indikator Target Realisasi o Interpretasi
Kinerja Capaian
3 Prevalensi TB 117/ 100.000 133/ 100.000 113.64 | Tercapai
pddk pddk

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja:

Analisis capaian indikator sasaran strategis yang diuraikan pada tabel diatas

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.

Capaian kinerja indikator Rasio Angka Kematian lbu (AKI) tahun 2020 belum

mencapai target 58,45/100.000 KH dari
38,50/100.000 KH.

Capaian Indikator Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2020 telah mencapai
target yaitu 1,19/1000 KH dari target 2,16/1000 KH.

Adapun hal — hal yang menjadi perhatian dan penguatan dalam menurunkan rasio

yang diharapkan vyaitu target

angka kematian ibu dan rasio angka kematian bayi adalah sebagai berikut :
1. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas bidan dalam memberikan

pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayi di puskesmas PONED;

Peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas PONED;

Optimalisasi P4k di masyarakat;

Meningkatnya jumlah rumah sakit yang mampu PONEK;

Ibu hamil harus memiliki jaminan kesehatan;

Optimalisasi tim AMP dan pengawas KIBBLA,;

Meningkatkan system rujukan;

© N o g bk b

Meningkatkan kompetensi Bidan Praktik Mandiri (BPM) dalam memberi

pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

3. Capaian Kinerja Prevalensi TB telah melebihi target kinerja yaitu 133/100.000 pddk
dari target 117/100.000 pddk (113,67%). Meskipun telah mencapai target tetapi ada

hal hal yang perlu diperhatikan antara lain :

Optimalisasi peran FKTP swasta sebagai jejaring pengobatan TB;
Menjadikan keluarga pasien TB dan mantan penderita TB sebagai kader TB,;
Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberi pelayanan DOTS;

Peningkatan kualitas dan kuantitas surveilans TB di Fasilitas kesehatan;

A

Meningkatkan pencatatan dan pelaporan surveilans TB di fasilitas kesehatan
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Dinas Kesehatan Tahun 2020

Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota

Depok Tahun 2020 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan
Transparan
Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dari Misi 1, yaitu:
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang professional
dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel
Terdapat indikator sasaran strategis, yaitu : Predikat SAKIP Dinas Kesehatan.
Capaian kinerja sasaran Predikat SAKIP tahun 2020 mencapai target
dengan predikat BB (77,14). Anggaran Dinas Kesehatan yang mendukung
capaian tersebut adalah sebesar Rp. 1,909,866,680,- dan terserap sebesar Rp.
1,732,984,442,- (91,10%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 176,882,238,-. Nilai
ini sebagian karena efisiensi. Realisasi anggaran pada sasaran strategis 1
diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran pada Sasaran Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik yang Professional dan Tata Kelola Dinas Kesehatan
yang Akuntabel Tahun 2020
Anggaran Realisasi .
Sebelum Setelah A Sisa
NO PROGRAM Perubahan Perubahan Rp % ngg:)ran
(Rp) (Rp)
1 Peningkatan
Administrasi
Perkantora 1,667,955,360 | 850,051,080 773,420,471 | 90.99 | 76,630,609
Peningkatan
gara”a Dan 974,987,000 | 558,668,500 | 499,727,321 | 89.45 | 58,941,179
rasarana
Aparatur
3 Peningkatan
Kualitas 404,786,000 386,790,600 354,380,150 91.62 | 32,410,450
Perencanaan
4 Peningkatan
Sistem
Pelaporan 501,782,000 114,356,500 105,456,500 92.22 8,900,000
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
Total 3,549,510,360 | 1,909,866,680 | 1,732,984,442 | 91,10 | 176,882,238
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Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing

Terdapat 2 sasaran strategis pada Misi ke-2, yaitu :

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya pemerataan dan mutu layanan kesehatan

Terdapat 2 indikator sasaran strategis, yaitu :

1. Persentase Unit layanan terakreditasi
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Anggaran Dinas Kesehatan yang mendukung capaian indikator Persentase Unit
Layanan Terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar Rp.
223,697,784,962,- 195,938,836,603,- (87,59%) sehingga
terdapat sisa anggaran Rp 35,415,412,298,-. Meskipun Indikator Persentase Unit

terserap sebesar Rp.

Layanan Terakreditasi capaian kinerjanya tidak memenuhi target yaitu 0 % karena
dimasa pandemi survey akreditasi tidak dapat dilaksanakan sesuai surat edaran
Kementrian Kesehatan HK.02.02/MENKES/455/2020 Tentang Perizinan dan Akreditasi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa
Pandemi Covid-19 tetapi pendampingan pra survey akreditasi, penyediaan alat
kesehatan dan pemenuhan sarana prasarana untuk meningkatkan mutu layanan tetap
dilaksanakan. Realisasi anggaran diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Mutu
Layanan Kesehatan Tahun 2020

Anggaran Realisasi ]
N Sisa
o PROGRAM Sebelum Setelah Anggaran
Perubahan Perubahan Rp % (Rp)
(Rp) (Rp)
1 | Peningkatan
Eifgﬁa”tiﬂ 146,248,061,87 | 145,666,168, | 131,191,817, | oo, | 14,364,350,
9.96 477 688 ' 789
Dasar Dan
Rujukan
2 | Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas 2,542.411,700 | 1,025,716,700 | 987,330,500 | 96.26 | 38,386,200
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
3 | Peningkatan
Sarana 3.200,000,000 | 6,056,762,560 | 2:369:396.46 | gq o5 | 687 366,007
Prasarana 3
Kesehatan
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Anggaran Realisasi .
N Sisa
o PROGRAM Sebelum Setelah Anggaran
Perubahan Perubahan Rp % (Rp)
(Rp) (Rp)
4 | Pengembangan
Dan 75,272,675,537. 53,341,102,4 20,281,917,
Pengelolaan 20 65,966,556,025 23 80.86 541
BLUD
5 Peningkatan 4.490.104.60
Kualitas Sumber | 546 761 700 4,490,104,600 o 100 0
Daya Aparatur o
6 | Pengembangan
Layanan 605,750,000 492,476,600 | 449,084,929 | 91.19 | 43,391,671
Teknologi
Informatika
Total 228,075,660, 223,697,784, 195,938,836, 87.59 35,415,412,
817.16 962 603 ) 298

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Terdapat 3 indikator sasaran strategis, yaitu:

1. Angka Kematian lbu

2. Angka Kematian Bayi

3. Prevalensi TB

Pada sasaran strategis ini, capaian kinerja indikator AKI hanya 48%, AKB tercapai

145% dan Prevalensi TB tercapai

113,67%. Anggaran Dinas Kesehatan yang

mendukung sasaran ketiga sebesar Rp. 31,099,923,346,- terserap sebesar Rp.
23,667,684,050,- (78,44%), sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 7,529,075,296,- Nilai

ini sebagian karena efisiensi. Realisasi anggaran pada sasaran strategis 3 diuraikan

dalam tabel berikut:

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Masyarakat Tahun 2020

Anggaran Realisasi
N Sisa
o PROGRAM Sebelum Setelah Anggaran
Perubahan Perubahan Rp % (Rp)
(Rp) (Rp)
Peningkatan
Kesehatan 1,174,667,500 457,473,000 433,345,500 94.73 24,127,50
Keluarga
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Anggaran Realisasi
N Sisa
o PROGRAM Sebelum Setelah Anggaran
Perubahan Perubahan Rp % (Rp)
(Rp) (Rp)
Pengembangan
Program Kota 515,054,000 103,232,000 91,450,000 88.59 11,782,000
Sehat
Peningkatan
Promosi 2,567,515,800 | 1,745,775,500 1,605,673,698 | 91.97 | 140,101,802
Kesehatan
Peningkatan
Kesehatan 897,881,000 97,366,600 92,788,600 95.30 4,578,000
Lingkungan
Pencegahan
Penanggulanga
n Penyakit 3,364,174,600 | 27,852,003,946 | 21,243,826,052 | 76.27 | 6,705,013,894
Menular dan
Tidak Menular
Peningkatan
Kewaspadaan 1,263,225,300 844,072,300 200,600,200 23.77 | 643,472,100
Pangan dan Gizi
Total 9,782,518,200 | 31,099,923,346 | 23,667,684,050 | 78.44 | 7,529,075,296

A.7.

Kinerja

Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

Misi 1

Transparan

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dari Misi 1, yaitu:

Sasaran Strategis 1:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional

professional dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel

Indikator sasaran : Predikat SAKIP Dinas Kesehatan

dan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dengan capaian kinerja

Predikat SAKIP Dinas Kesehatan yaitu predikat BB.

didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

Indikator Sasaran Strategis ini

Tabel 3. 12 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis
Predikat SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2020
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No Program Kegiatan Realisasi Realisasi
Kinerja Keuangan
(%) (%)
1 Peningkatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 87.51
Administrasi
Perkantoran Penyediaan Barang Cetakan 95 78.12
dan Penggandaan
Penyediaan Komponen 100 67.93
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah 100 78.82
Tangga
Penyediaan Makanan dan 100 95.93
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan 100 93.17
Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah
2 | Peningkatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 85 83.43
Sarana dan Kendaraan Bermotor
prasarana
Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala 95.45 61.79
Perlengkapan Gedung Kantor
Penyediaan Peralatan dan 95 94.89
Perlengkapan Kantor
3 Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja 100 93.64
Kualitas Perangkat Daerah
Perencanaan
Penyediaan Pelayanan Data 100 89.60
dan Profil Kesehatan
Penyusunan SPM Kesehatan 100 100
Pelayanan Kesehatan 68.20 68.04
Dukungan Manajemen BOK
Kab/Kota dan Jampersal (DAK
Non Fisik TA. 2020)
Penyusunan dan Pengolahan 100 95.97
District Health Account (DHA)
Penyusunan Perencanaan Alat 100 99.46
Kesehatan RSUD Kota Depok
Wilayah Timur
4 Peningkatan Penyusunan Pelaporan 86.30
Sistem Keuangan dan Capaian Kinerja 100
Pelaporan
Capaian Penyusunan Pelaporan 98.72
Kinerja dan Keuangan BLUD UPT 100
Keuangan Puskesmas (SAK)
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Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi kinerja dan keuangan dari Program dan
Kegiatan yang mendukung indikator sasaran Predikat SAKIP Dinas Kesehatan, secara
umum sudah cukup baik. Seluruh Program/Kegiatan telah selaras dan sesuai
kebutuhan. Adapun beberapa hal yang perlu penguatan adalah :
a) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Data dan Profil Kesehatan
e Optimalisasi pencatatan dan pelaporan agar dapat dijadikan evidence
based planning
b) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja
e Sinergitas perencanaan pembangunan kesehatan agar terjadi
kesesuaian antara RPJMD, Renstra, Program dan Kegiatan.
e Pemberian Reward bagi unit kerja yang mencapai target dan

Punishment bagi unit kerja yang tidak mencapai target kinerja.

Misi 2 : Mengembangkan SDM yang Kreatif dan Berdaya Saing
Terdapat 2 (dua) sasaran strategis dari Misi 2, yaitu:
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pemerataan dan mutu layanan kesehatan
Indikator sasaran :
1. Persentase Unit Layanan Terakreditasi
2. IKM
o Capaian Indikator kinerja sasaran Persentase Unit Layanan Terakreditasi
sebesar 0 % karena kegiatan survei akreditasi tidak dilaksanakan karena dimasa
pandemi survey akreditasi tidak dapat dilaksanakan sesuai surat edaran
Kementrian Kesehatan HK.02.02/MENKES/455/2020 Tentang Perizinan dan
Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Penetapan Rumah Sakit
Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 tetapi pendampingan pra survey
akreditasi, penyediaan alat kesehatan dan pemenuhan sarana prasarana untuk
meningkatkan mutu layanan tetap dilaksanakan. Indikator ini didukung oleh

Program/Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis
Jumlah Unit Layanan Terakreditasi Tahun 2020
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No Program Kegiatan Realisasi | Realisasi
Kinerja Keuangan
(%) (%)
1 | Peningkatan Akreditasi Puskesmas 100 100
Kualitas dan
Kuantitas Sarana Pembinaan dan Pengawasan 100 99.48
Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pelayanan
Pembinaan dan Pengawasan 100 99.69
Tenaga Kesehatan dan
Penyehat Tradisional
Pembinaan dan Pengawasan 98.75 98.51
Farmasi dan Perbekalan
Kesehatan
Perencanaan Sumber Daya 100 100
Manusia Kesehatan
Akreditasi Pukesmas (DAK Non 100 97.66
Fisik 2020)
Pengawasan Fasilitas 100 65.60
Pelayanan Kefarmasian (DAK
Non Fisik TA. 2020)
e Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dengan indikator IKM sudah

melebihi target.

sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis ini didukung oleh Program/Kegiatan

Tabel 3. 14 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020

Realisasi | Realisasi
No Program Kegiatan Kinerja | Keuangan
(%) (%)
1 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 100 95.38
Pelayanan UPTD Puskesmas Sawangan
gzsﬂluajt::alzasar Pelayanan Kesehatan I_Z)asar 100 91.40
UPTD Puskesmas Pasir Putih
Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 100 88.74
jam dan Rawat Inap UPTD
Puskesmas Kedaung
Pelayanan Kesehatan Dasar 100 92.28
UPTD Puskesmas Pengasinan
Pelayanan Kesehatan Dasar 100 91.69
UPTD Puskesmas Cinangka
Pelayanan Kesehatan Dasar dan 99 93.58
24 jam UPTD Puskesmas
Cipayung
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No

Program

Kegiatan

Realisasi
Kinerja
(%)

Realisasi
Keuangan
(%)

Pelayanan Kesehatan Dasar, 24
jam dan Rawat Inap UPTD
Puskesmas Ratu Jaya

89.62

89.62

Pelayanan Kesehatan Dasar, 24
jam dan Rawat Inap UPTD
Puskesmas Cilodong

100

93.56

Pelayanan Kesehatan Dasar
UPTD Puskesmas Villa Pertiwi

100

90.23

10

Pelayanan Kesehatan Dasar
UPTD Puskesmas Kalimulya

100

95.44

11

Pelayanan Kesehatan Dasar
UPTD Puskesmas Bhaktijaya

100

88.41

12

Pelayanan Kesehatan Dasar
UPTD Puskesmas Pondok
Sukmajaya

93.89

93.89

13

Penyediaan Obat dan BMHP
(DAK Fisik Reguler TA 2020)

100

100

14

Pendampingan Pembiayaan
Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan luran (PBI)
(Bantuan Gubernur Jawa Barat
TA. 2020)

82.05

80.85

15

Pelayanan Kesehatan Dasar, 24
jam dan Rawat Inap UPTD
Puskesmas Beji

97.10

97.10

16

Pembiayaan kesehatan PBI (Silpa
Pajak Rokok dan Pajak Rokok
TA. 2020)

99.59

92.64

17

Penyelenggaraan Pembiayaan
Kesehatan Masyarakat Miskin

100

97.64

18

Penanggulangan
Kegawatdaruratan Terpadu

100

91.09

19

Pelayanan UPTD Perbekalan
Farmasi

100

97.77

20

Pelayanan Kesehatan
Perseorangan dan keperawatan
Kesehatan Masyarakat
(PERKESMAS) (Silpa Pajak
Rokok)

100

90.18

21

Pembinaan Manajemen
Puskesmas (Silpa Pajak Rokok)

100

99.33

22

Pembinaan Kesehatan Tingkat
Lanjut dan Rujukan

42

42.00

23

Pelayanan UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah

60

45.88
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Realisasi | Realisasi
No Program Kegiatan Kinerja | Keuangan
(%) (%)

24 | Pembinaan Pelayanan Kesehatan 100 96.18
Tradisional Komplementer (Silpa
Pajak Rokok)

25 | Pendataan Keluarga Sehat untuk 100 98.71
mendukung Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan
Keluarga (PIS-PK) (Silpa Pajak
Rokok)

26 | Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 100 98.03
jam dan Rawat Inap UPTD
Puskesmas Cimanggis

27 | Pelayanan Kesehatan Dasar 100 91.86
UPTD Puskesmas Tugu

28 | Pelayanan Kesehatan Dasar 100 83.03
UPTD Puskesmas Harjamukti

29 | Pelayanan Kesehatan Dasar 100 79.84
UPTD Puskesmas Pasir Gunung
Selatan

30 | Pelayanan Kesehatan Dasar 100 96.06
UPTD Puskesmas Cisalak Pasar

31 | Pelayanan Kesehatan Dasar 100 92.16
UPTD Puskesmas Mekarsari

32 | Pelayanan Kesehatan Dasar,24 100 82.89
jam dan Rawat Inap UPTD
Puskesmas Bojongsari

33 | Pelayanan Kesehatan Dasar 100 81.21
UPTD Puskesmas Duren Seribu

34 | Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 100 94.10
Jam dan Rawat Inap UPTD
Puskesmas Tapos

35 | Pelayanan Kesehatan Dasar 100 89.62
UPTD Puskesmas Sukatani

36 | Pelayanan Kesehatan Dasar 100 92.38
UPTD Puskesmas Jatijajar

37 | Pelayanan Kesehatan Dasar 100 86.46
UPTD Puskesmas Cilangkap

38 | Pelayanan Kesehatan Dasar 98.53 90.00
UPTD Puskesmas Cimpaeun

39 | Pelayanan Kesehatan Dasar 100 83.68
UPTD Puskesmas Sukamaiju
Baru

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020

Page 54




Dinas Kesehatan Tahun 2020

No

Program

Kegiatan

Realisasi
Kinerja
(%)

Realisasi
Keuangan
(%)

40

Pelayanan Kesehatan Dasar, 24
jam dan Rawat Inap UPTD
Puskesmas Cinere

100

95.63

41

Pelayanan Kesehatan Dasar dan
24 jam UPTD Puskesmas Limo

100

93.69

42

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Pancoran Mas (DAK NON FISIK
TA 2020)

84.31

76.98

43

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Depok Jaya (DAK NON FISIK TA
2020)

80.16

80.16

44

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Rangkapan Jaya (DAK NON
FISIK TA 2020

53.77

45.56

45

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primeri UPTD Puskesmas
Mampang (DAK NON FISIK TA
2020)

97

96.59

46

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Sukmajaya (DAK NON FISIK TA
2020)

69.54

39.86

47

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primeri UPTD Puskesmas
Abadi Jaya (DAK NON FISIK TA
2020

72

60.33

48

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Bhaktijaya (DAK NON FISIK TA
2020)

92.46

74.89

49

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Pondok Sukmajaya (DAK NON
FISIK TA 2020)

96.63

96.63

50

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Cimanggis (DAK NON FISIK TA
2020)

80.50

58.84

51

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Tugu (DAK NON FISIK TA 2020)

90.12

63.39

52

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Harjamukti (DAK NON FISIK TA
2020)

69.20

23.98
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No

Program

Kegiatan

Realisasi
Kinerja
(%)

Realisasi
Keuangan
(%)

53

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Pasir Gunung Selatan (DAK NON
FISIK TA 2020)

80.97

72.91

54

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Mekarsari (DAK NON FISIK TA
2020)

86.53

70.96

55

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Cisalak Pasar (DAK NON FISIK
TA 2020)

100

98.08

56

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Bojongsari (DAK NON FISIK TA
2020)

78.49

54.84

57

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Duren Seribu (DAK NON FISIK
TA 2020)

78.12

78.12

58

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Beji (DAK NON FISIK TA 2020)

77.19

77.19

59

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Tanah Baru (DAK NON FISIK TA
2020)

92

90.28

60

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Kemiri Muka (DAK NON FISIK TA
2020

84.98

62.14

61

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Depok Utara (DAK NON FISIK TA
2020)

99.59

80.13

62

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Tapos (DAK NON FISIK TA 2020)

84.98

84.98

63

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Sukatani (DAK NON FISIK TA
2020)

74.54

44.65

64

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Jatijajar (DAK NON FISIK TA
2020)

72.94

58.36
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No

Program

Kegiatan

Realisasi
Kinerja
(%)

Realisasi
Keuangan
(%)

65

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Cilangkap (DAK NON FISIK TA
2020)

71.19

30.36

66

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Cimpaeun (DAK NON FISIK TA
2020)

80

79.31

67

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Sukamaiju Baru (DAK NON FISIK
TA 2020)

90.75

63.57

68

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Cipayung (DAK NON FISIK TA
2020)

87.00

84.56

69

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Ratu Jaya (DAK NON FISIK TA
2020)

50.85

48.74

70

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer di UPTD
Puskesmas Cilodong (DAK NON
FISIK TA 2020)

80

65.59

71

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Villa Pertiwi (DAK NON FISIK TA
2020)

100

79.91

72

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Kalimulya (DAK NON FISIK TA
2020)

76

75.38

73

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Limo (DAK NON FISIK TA 2020)

80

59.41

74

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Sawangan (DAK NON FISIK TA
2020)

98.53

97.20

75

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Pasir Putih (DAK NON FISIK TA
2020)

90.26

64.55

76

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Kedaung (DAK NON FISIK TA
2020)

92.91

92.89
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No

Program

Kegiatan

Realisasi
Kinerja
(%)

Realisasi
Keuangan
(%)

7

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Pengasinan (DAK NON FISIK TA
2020)

94.28

92.73

78

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Cinangka (DAK NON FISIK TA
2020)

88.70

54.63

79

Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) Primer UPTD Puskesmas
Cinere (DAK NON FISIK TA
2020)

90.30

60.73

80

Pengelolaan Manajemen
Pemanfaatan BOK Tingkat Kota
(DAK Non Fisik TA 2020)

51.78

51.78

81

Pelayanan Kesehatan Jampersal
(DAK Non Fisik TA 2020)

52.37

52.37

82

Pelayanan Kesehatan Dasar
UPTD Puskesmas Tanah Baru

100

92.64

83

Pelayanan Kesehatan Dasar
UPTD Puskesmas Kemiri Muka

100

87.89

84

Pelayanan Kesehatan Dasar
UPTD Puskesmas Depok Utara

88.61

88.61

85

Pelayanan Kesehatan Dasar, 24
jam dan Rawat Inap UPTD
Puskesmas Pancoran Mas

100

91.25

86

Pelayanan Kesehatan Dasar
UPTD Puskesmas Depok Jaya

91.50

91.50

88

Pelayanan Kesehatan Dasar
UPTD Puskesmas Rangkapan
Jaya

100

82.54

89

Pelayanan Kesehatan Dasar
UPTD Puskesmas Mampang

100

91.03

90

Pelayanan Kesehatan Dasar, 24
Jam dan Rawat Inap UPTD
Puskesmas Sukmajaya

90

88.83

91

Pelayanan Kesehatan Dasar
UPTD Puskesmas Abadi jaya

100

92.92

Peningkatan
Sarana
Prasarana
Kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan (Silpa
Pajak Rokok)

100

90.92

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas dan Dinas
Kesehatan ( Silpa Pajak Rokok)

100

76.86
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No

Program

Kegiatan

Realisasi
Kinerja
(%)

Realisasi
Keuangan
(%)

Penyediaan Prasarana (DAK Fisik
Reguler TA 2020)

100

93.81

Pengembangan
dan Pengelolaan
BLUD

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Pancoran Mas

100

78.68

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Depok
Jaya

100

91.69

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Rangkapan Jaya

100

77.31

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Mampang

100

91.55

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Sukmajaya

100

85.39

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Abadi
jaya

100

88.45

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Bhaktijaya

100

83.11

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Pondok
Sukmajaya

100

93.95

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Cimanggis

100

79.63

10

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Tugu

100

76.05

11

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Harjamukti

100

79.38

12

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Pasir
Gunung Selatan

100

79.07

13

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Cisalak
Pasar

100

88.66

14

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Mekarsari

100

86.02

15

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Cinere

100

78.55

16

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Bojongsari

100

84.77
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No

Program

Kegiatan

Realisasi
Kinerja
(%)

Realisasi
Keuangan
(%)

17

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Duren
Seribu

100

45.67

18

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Beji

100

89.52

19

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Tanah
Baru

100

74.77

20

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Kemiri
Muka

100

67.73

21

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Depok
Utara

100

95.12

22

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Tapos

100

77.18

23

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Sukatani

100

71.97

24

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Jatijajar

100

86.75

25

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Cilangkap

100

85.70

26

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Cimpaeun

100

87.59

27

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Sukamaiju Baru

100

86.47

28

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Sawangan

100

98.04

29

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas Pasir
Putih

100

85.73

30

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Kedaung

100

91.89

31

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Pengasinan

100

85.91

32

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Cinangka

100

69.89

33

Pengembangan dan Pengelolaan
BLUD UPTD Puskesmas
Cipayung

100

76.32
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Realisasi | Realisasi
No Program Kegiatan Kinerja | Keuangan
(%) (%)
34 | Pengembangan dan Pengelolaan 100 93.42
BLUD UPTD Puskesmas Ratu
Jaya
35 | Pengembangan dan Pengelolaan 100 90.18
BLUD UPTD Puskesmas
Cilodong
36 | Pengembangan dan Pengelolaan 100 99.71
BLUD UPTD Puskesmas Villa
Pertiwi
37 | Pengembangan dan Pengelolaan 100 83.75
BLUD UPTD Puskesmas
Kalimulya
38 Pengembangan dan Pengelolaan 100 58.97
BLUD UPTD Puskesmas Limo
4 | Peningkatan 1 | Pendayagunaan Sumber Daya 100 100
Kualitas Sumber Aparatur
Daya Aparatur
2 | Perencanaan Sumber Daya 100 100
Aparatur
3 | Insentif Tenaga Kesehatan 100 100
Penanganan Covid-19 pada
Dinas Kesehatan Kota Depok
(BOK Tambahan TA. 2020)
5 | Pengembangan |1 Pengembangan Sistem Informasi 100 91.19
Layanan Kesehatan
Teknologi
Informatika

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi kinerja dan keuangan dari Program dan
Kegiatan yang mendukung indikator sasaran IKM, secara umum sudah cukup baik.
Program/Kegiatan telah selaras dan sesuai kebutuhan. Adapun hal yang perlu
penguatan adalah:
a. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar 24 Jam dan PONED Puskesmas
e Pelaksanaan pengukuran SKM agar dilakukan secara seragam di setiap
unit pelayanan, baik waktu maupun metode survey untuk memudahkan

pengukuran.
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Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Indikator sasaran :
1. AKI
2. AKB
3. Prevalensi TB
Capaian kinerja Rasio Angka Kematian lbu (AKI) sebesar 48% dan Rasio
Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 145%. Indikator Sasaran Strategis ini didukung
oleh Program/Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis
AKI dan AKB Tahun 2020

Realisasi | Realisasi

No Program Kegiatan Kinerja Keuangan
(%) (%)
1 | Peningkatan 1 | Pembinaan Kesehatan lbu dan 100 96.41
Kesehatan Anak (Silpa Pajak Rokok )
Keluarga ,
2 | Pembinaan Kesehatan Anak 96.52 66.92

Usia Sekolah dan Remaja
(Silpa Pajak Rokok)

3 | Pembinaan Layanan 100 93.71
Puskesmas Ramah Lansia
(Pajak Rokok TA. 2020)

2 | Peningkatan 1 | Penanganan Permasalahan 92.50 95.30
Kewaspadaan Gizi Masyarakat (Silpa Pajak
Pangan dan Gizi Rokok )
2 | Pelayanan Kesehatan Stunting 100 14.79

(DAK Non Fisik 2020)

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi kinerja dan keuangan dari Program dan
Kegiatan yang mendukung indikator sasaran AKI dan AKB , secara umum sudah cukup
baik. Program/Kegiatan telah selaras dan sesuai kebutuhan. Adapun beberapa hal
yang perlu penguatan adalah :
a) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga
e Melibatkan peran lintas program dan lintas sektor, antara lain Kementrian
Agama, Dinas Pendidikan, Organisasi Profesi dalam memberikan
pelayanan kesehatan keluarga, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitative.

¢ Optimalisasi P4K dengan meningkatkan peran serta masyarakat
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b) Kegiatan Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
e Melibatkan peran lintas sektor, antara lain Kementrian Agama, Dinas
Pendidikan, Organisasi Profesi,dan lain-lain serta peran serta masyarakat

dalam memberikan pelayanan kesehatan anak dan remaja

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis dengan indikator Tingkat Prevalensi
TB sudah memenuhi target yaitu sebesar 108,12%. Indikator Sasaran Strategis ini
didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis
Prevalensi TB Tahun 2020

Realisasi Realisasi
N . .
o Program Kegiatan Kinerja Keuangan
(%) (%)
1 | Pengembangan 1 Pembinaan Kawasan Tatanan 100 88.59
Program Kota Kota Sehat
Sehat
2 | Peningkatan 1 | Peningkatan Kualitas PHBS
Promosi (Silpa Pajak Rokok) 100 99.43
Kesehatan 2 | Pembinaan UKBM (Silpa
Pajak Rokok) 100 97.08
3 | Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan (Silpa Pajak 100 92.47
Rokok)
4 | Penyuluhan Keamanan 100 99.44
Pangan ( Silpa Pajak Rokok)
5 | Upaya Kesehatan Olah Raga 100 100.00
(Silpa Pajak Rokok)
6 | Pelayanan Kesehatan Kerja 100 83.43
(Silpa Pajak Rokok)
7 | Pembinaan Sarana IRTP 100 90.60
8 | Pengawasan Pangan, Sarana 100 59.75
Produksi dan Distribusi
Pangan (Silpa Pajak Rokok)
3 | Peningkatan 1 | Penyelenggaraan Sanitasi 100 97.56
Kesehatan Total Berbasis Masyarakat
Lingkungan (STBM) dan Deklarasi ODF di
Kota Depok
2 | Penyehatan dan Pengawasan 100 100.00
Tempat-Tempat Umum (TTU)
( Silpa Pajak Rokok)
3 | Penyehatan Lingkungan 100 100.00
Pemukiman ( Silpa Pajak
Rokok)
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Z

Program

Kegiatan

Realisasi
Kinerja Keuangan
(%) (%)

Realisasi

Pengawasan Kualitas Air
Bersih dan Air Minum ( Silpa
Pajak Rokok )

100 100.00

Pengawasan dan Pembinaan
Higine Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM)
(Silpa Pajak Rokok)

100 3.07

4 | Pencegahan
Penanggulangan
Penyakit Menular
dan Tidak
Menular

Pengendalian Penyakit
Menular Langsung (Silpa
Pajak Rokok)

100 69.86

Upaya Kesehatan Penyakit
Tidak Menular (Silpa Pajak
Rokok)

100 88.56

Pelayanan Pencegahan dan
Pengendalian HIV ( Silpa
Pajak Rokok)

100 73.45

Pengamatan Penyakit (Silpa
pajak Rokok)

98.61 83.90

Pencegahan Penyakit (Silpa
Pajak Rokok)

95.12 87.91

Pengendalian Penyakit
Bersumber Binatang (Silpa
Pajak Rokok)

95 90.77

Upaya kesehatan Jiwa dan
Napza ( Silpa Pajak Rokok )

100 89.47

Pencegahan dan
Pengendalian Kesehatan
Indera ( Silpa pajak Rokok)

100 81.26

Peralatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit dan
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (DAK Fisik
Penugasan TA 2020)

100 33.92

10

Barang Medis Habis Pakai
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit dan
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (DAK Fisik
Penugasan TA 2020)

100 77.49

11

Alat dan Bahan Pengendalian
Penyakit dan Kesehatan
Lingkungan (DAK Fisik
Reguler TA

2020)

100 86.26

12

Penanganan Darurat
Pelayanan Kesehatan COVID-
19 di Kota Depok

97.27 88.82
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Realisasi Realisasi
N . s
o Program Kegiatan Kinerja Keuangan
(%) (%)
13 | Penanganan Darurat 90 33.76
Pengadaan Media Transport
Kit Pemeriksaan Covid 19 dan
Obat-obatan (DBHCHT TA.
2020)
14 | Pengendalian Penyakit 100 69.86
Menular Langsung (Silpa
Pajak Rokok)

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi kinerja dan keuangan dari Program dan
Kegiatan yang mendukung indikator sasaran Prevalensi TB, secara umum sudah cukup
baik. Program/Kegiatan telah selaras dan sesuai kebutuhan. Adapun beberapa hal
yang perlu penguatan adalah :
a) Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan
Gebyar Deklarasi ODF di Kota Depok
e Optimalisasi koordinasi LP-LS untuk pemicuan dan pemenuhan
Kelurahan belum Open Defecation Free (ODF).
e Pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam menuntaskan target
Kelurahan ODF.
b) Kegiatan Pengendalian Peyakit Menular
e Penguatan Upaya Pencegahan dan Penanganan khususnya dalam
menghadapi pandemi COVID-19.
e Optimalisasi peran lintas sektor dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta
dan masyarakat untuk melakukan penjangkauan
c) Kegiatan Pengamatan penyakit
e Optimalisasi surveilans baik aktif dan pasif dari berbagai fasyankes dan

masyarakat

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2020, diketahui
bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Depok adalah sebesar Rp.
342,088,321,111,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
85,380,746,123,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 256,707,574,988,- sedangkan
untuk realisasi belanja sebesar Rp. 305,946,165,831,- (89,43%) yang terdiri dari
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Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 221,339,505,095,- (86,22 %).

Tabel 3. 17 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Tahun 2020

Langsung sebesar Rp. 84,606,660,736,- (99,09%) dan

N Sasaran Indikator Target Realisa o Realisai o
o Strategis Kinerja g si ? Anggaran (Rp) 0
1 | Meningkatnya Predikat BB BB 100
kualitas SAKIP Dinas
pelayanan publik | Kesehatan
yang professional 1,909,866,680 91,10
dan tata kelola
Dinas Kesehatan
yang akuntabel
2 | Meningkatnya Persentase 100% 0% 100
pemerataan dan | Unit Layanan
mutu layanan Terakreditasi
kesehatan 194,951,506,103 | 91,19
IKM 80,00 81.46 | 101,19
3 | Meningkatnya Rasio Angka 38,50/ 58,45/ 48
kualitas Kematian Ibu | 100.000 | 100.000
kesehatan KH KH
masyarakat Rasio Angka 216/ 1,19/ 139,
Kematian 1’000 1000 81 23,667,684,050 | 78,44
Bayi KH
y
Prevalensi 117/ 133/ 113,
B 100.000 | 100.000 67
Pddk pddk

Capaian indikator kinerja Rasio Angka kematian Ibu, Rasio Angka Kematian Bayi

dan Prevalensi TB sebesar 78,44%. hal ini dikarenakan penyelenggaraan kegiatan

yang mendukung tercapainya Indikator kinerja tersebut yang melibatkan partisipasi

masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal selama masa pandemi.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP)
pada Dinas tahun 2020, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatnya kualitas
pelayanan publik yang professional dan tata kelola Dinas Kesehatan yang
akuntabel tercapai sesuai target dari 1 indikator sasaran strategis, yaitu
Predikat SAKIP.

2. Capaian indikator sasaran strategis kedua, yaitu Meningkatnya pemerataan
dan mutu layanan kesehatan, indikator sasaran IKM 81,46 dari target 80.5
namun Persentase Unit Layanan Terakreditasi tidak tercapai target
dikarenakan Penilaian Akreditasi tidak dilaksanakan sesuai edaran
Kementrian Kesehatan HK.02.02/MENKES/455/2020 Tentang Perizinan dan
Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Penetapan Rumah Sakit
Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 sampai dengan satu tahun sejak
pandemi dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

3. Capaian indikator sasaran strategis ketiga, yaitu Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat, Indikator AKI belum mencapai target, sementara
indikator AKB dan Tingkat Prevalensi TB telah mencapai target yang
diharapkan.

4.2 Rekomendasi
Rekomendasi yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Depok dalam
rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai target sasaran strategis adalah
sebagai berikut:
1.  Melakukan sosialisasi internal tentang Renstra meliputi Tujuan, Sasaran dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dan menjadikan acuan
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dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta indikator
kinerja sampai dengan level pelaksana.

2. Melakukan sistem pengawasan internal melalui kegiatan identifikasi risiko,
identifikasi celah pengendalian dan rencana tindak pengendalian pada setiap
kegiatan secara komprehensif.

3. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta koordinasi
dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, mitra kesehatan dan stakeholder lain,
serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

4. Melakukan penguatan regulasi dan kelembagaan dalam melaksanakan
program dan kegiatan yang mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran
Dinas Kesehatan.

5. Melakukan inovasi kegiatan dalam rangka efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan, sasaran dan IKU Dinas Kesehatan.

6. Meningkatkan sumber daya, baik SDM dan sarana prasarana dalam
mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan IKU Dinas Kesehatan.

7. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada Dinas
Kesehatan secara berkala dan memanfaatkan hasil analisis monev dalam

rangka peningkatan kinerja.
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Lampiran Dokumentasi pelaksanaan kegiatan :

(Y
zczc1202 upp

Pertemuan Workshop Keperawatan Pertemuan Optimalisasi Pelayanan Gigi
Kesehatan Masyarakat. dan Mulut Melalui Program UKM di
Puskesmas

\\"'

eriksaan Faktor Resiko PTM Di
Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere

Pemeriksaan Napza Sopir dan Awak Armada di Terminal Jatijajar
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Kegiatan Survey Re Akreditasi Puskesmas geg:(atan SurDvey ﬁlfjreditasi
Cimanggis uskesmas Depok Jaya

Kegiatan Workshop Keselamatan Pasien Kegiatan Workshop Audit Internal
Dan PPI Dan Tinjauan Manajemen

Workshop Aplikasi SISDMK
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§OSIALISAST POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) KELURAHAN SEHAT
KELURAHAN BOJONGSARI KECAMATAN BOJONGSARL
KOTA DEPOK

2020/07/28 09:24 2020/07/28 09:18
N s P ) e )

Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kelurahan Sehat di Kelurahan
Bojongsari Kecamatan Bojongsari

Kunjungan Tim Pembina Kota Sehat Provinsi Jawa Barat
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Kegiatan visitasi dokter gigi praktik mandiri Drg. Ery tresnasari
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Pembinaan Poskestren “Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru di
Pesantren Tahun 2020”

- B 6 y ?’_t_:_s_amns ® depok
- ' ~ SOSIALISASI DEPOK TANGGAFP
Coronavir

;éema Lawan Covid-19
Sosialisasi Depok Tanggap Corona
Virus (Covid-19)

2020/08/25 08:49

Pembagian Masker Bersama Kemenkes Rl di Pasar Depok Jaya
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Audit Maternal Perinatal (AMP) di RS Uji Fungsi dan Serah Terima Alkes
Kota Depok Tahun 2020 untuk Puskesmas dan SPGDT 119

Laporan Pekerjaan Konsultansi Uji Fungsi Genset 30 KVA di Puskesmas
Perencanaan Proyek Wilayah Timur Cimpaeun
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PERTEMUAN EVALUASI PRGRAM B
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Beny Setyanings... Endah DC TB Di... KPRJ pekapuran...

1

PKM TUGU sofy...

A

Kegiatan Monev Bersama Kopi Tb Dan Kncv Di 23 Rumah Sakit Tahun 2020

i
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Kegiatan Sosialisasi Sitb Online Dengan Faskes Se —Kota Depok

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Page 76



Dinas Kesehatan Tahun 2020

Sosialisasi Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBMN) Tahun 2020

#a'-t‘
128w oM

Inspeksi Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
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Inspeksi Sanitasi Sumber Air Bersih
Kegiatan Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Air Minum (PKA) Tahun 2020

PERTEMUAN UPAYA KESEHATAN OLAHRAGA
Tanggal 2 Februari 2020 di Aula Balatkop Kota Depok

Kelurahay opp
> Kota Depok Tahun 2120 &

ahalt R

Deklarasi Bersama Kelurahan ODF (Open Defecation Free)
Kota Depok Tahun 2020
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Monitoring evaluasi persediaan farmasi diUPTD Puskesmas

Pelatihan PPI Di Rs Ul
Visitasi [jin Operasional RS Harapan Depok

EVALUASI SPGDT 119 Pertemuan Penguatan Sistem Rujukan
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